
BUPATI   CIREBON
PROVINSI  JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR
LAMPIRAN

000.7.2.6/Kep.1o99  -DPMD/2023
1  (Satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,
Menimbang          :   a.      bahwa Renja perangkat Daerah disusun sistematis

dengan   memuat  program,   kegiatan,   lokasi,   dan
kelompok  sasaran  yang  disertai  indikator  kinelja
dan  pendanaan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi
setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;

b.     bahwa   Perangkat   Daerah   menyusun   rancangan
perubahan  Renja  setelah  menerima  surat  edaran
Kepala    Daerah    tentang    Pedoman    Penyusunan
Perubahan    Renja    Perangkat    Daerah    dengan
bexpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan
hasil   pengendalian   pelaksanaan   Renja   sampai
dengan triwulan 11 tahun beljalan;

c.      bahwa   berdasarkan   Pasal   364,   Pasal   365   dan
Pasal    367    Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri
Nomor    86    Tahun    2017    tentang    Tata    Cara
Perencanaan ,       Pengen dalian       dan       Evalu asi
Pembangunan     Daerah,     Tata     Cara     Evaluasi
Rancangan   Peraturan   Daerah   tentang   Rencana
Pembangunan    Jangka     Panjang     Daerah     dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka  Panjang  Daerah,   Rencana  Pembangunan
Jangka   Menengah   Daerah,   dan   Rencanabfe#:
Peme rintah       Daerah ,       diamanatkan
Rancangan  Akhir  Perubahan  Renja  disanpaikan
oleh   kepala   Perangkat   Daerah   kepada   Kepala
Bappelitbangda     untuk     diverifikasi,           setelah
diverifikasi  dan  disempumakan  rancangan  akhir
Perubahan  Renja selanjutnya disampaikan  kepada
kepala daerah untuk ditetapkan dengan keputusan
kepala daerah ;



Mengin8at

d.     bahwa    berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana
dirnaksud dalam humf a, huruf b dan humf c, perlu
menetapkan  Keputusan  Bupati  tentang  Perubahan
Rencana Kelja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

:    1.      Undang-Undang   Nomor   14   Tahun   1950   tentang
Pembentukan   Daerah-Daerah   Kabupaten   Dalam
Lingkungan  Propinsi  Djawa  Barat  (Berita  Negara
Republik    Indonesia    tanggal    8    Agustus    1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor    4    Tahun    1968    tentang    Pembentukan
Kabupaten   Purwakarta   dan   Kabupaten   Subang
dengan    mengubah    Undang-Undang    Nomor    14
Tahun  1950 tentang Pembentukan  Daerah-Daerah
Kabupaten    Dalam    Lingkungan    Propinsi    Djawa
Barat    (Lembaran     Negara    Republik    Indonesia
Tahun    1968    Nomor   31,    Tambahan    Lembaran
Negara Republfk Indonesia Nomor 2851);

2.      Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang
Sistem     Perencanaan      Pembangunan     Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor  104,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3.      Undang-   Undang  Nomor  6  Tahun   2014   tentang
Desa     (Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) ;

4.      Undang-Undang    Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Ilembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah  diubah  beberapakali,  terakhir
dengan   Undang-Undang  Nomor   6   Tahun   2023
tentang      Penetapan      Peratu ran      Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022
tentang   Cipta   Kerja   Menjadi    Undang-Undang
( I,embaran         Negara         Repu blik         Indonesia
Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5.      Undang-Undang      Nomor   1   Tahun   2022   tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia    Tahun    2022    Nomor    4,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6757) ;

6.      Peraturan    Pemerintah    Nomor    43    Tahun    2014
tentang   Peraturan   Pelaksanaan   Undang-Undang
Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  123,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor  5539)  sebagaimana  telah  diubah  beberapa



kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1
Tahun    2019    tentang    Perubahan    Kedua    atas
Peraturan    Pemerintah    Nomor    43    Tahun    2014
tentang   Peraturan   Pelaksanaan   Undang-Undang
Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Deca   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor 41,
Tambahan   I.embaran   Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2016
7.      tentang    Perangkat    Daerah    (Lembaran    Negara

Republik    Indonesia    Tahun    2016    Nomor    114,
Tambahan   I+embaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor   5887)   sebagainana   telah   diubah   dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor   18
Tahun  2016  tentang  Peran8hat  Daerah  (I+embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6402) ;

8.      Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2017
tentang          Pembinaan          dan          Pengawasan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun  2017  Nomor 73,
Tambahan   I,embaran   Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6041 ) ;

9.      Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 42,
Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6322) ;

10.    Peraturan    Pemerintah    Nomor    13    Tahun    2019
tentang   Laporan   dan   Evaluasi   Penyelenggaraan
Pemerintah   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun    2019    Nomor    52,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;

11.    Peraturan      Pemerintah   Nomor   11   Tahun   2021
tentang Badan Usaha Milik Desa (Ijembaran Negara
Republik    Indonesia    Tahun     2021     Nomor    21,
Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6623) ;

12.   Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan    Pencapaian   Tujuan    Pembangunan
Berkelanjutan       (Lembaran       Negara       Republik
Indonesia     Tahun 2017 Nomor 136);

13.   Peraturan  Menteri  Pendayagunann  Aparatur  Kinelja
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk    Te]mis    Penyusunan    Penetapan    Kinelja,
Pelaporan  Kineja,  dan Tata Cara Reviu  atas  I.aponan
Kinelja  Instansi  Pernerintah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Talun 2014 Nomor 1842);



14.   Peraturan     Menteri     Dalam     Negeri     Nomor    80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah      (Berita     Negara     Republik     Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagainana telah diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120
Tchun  2018  tentang  Perubahan     Atas     Pelaturan
Menteri   Da]am Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan  Fhoduk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara
RapubliklndonesiaTchun2018Nomor157);

15.   Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang  Indeks  Desa  Membangun  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

16.    Peraturan     Menteri     Dalam     Negeri     Nomor     44
Tahun   2016   tentang   Kewenangan   Desa   (Berita
Negara       Republik       Indonesia       Tahun       2015
Nomor  1037);

17.    Peraturan     Menteri     Dalam     Negeri     Nomor    45
Tahun   2016   tentang   Pedoman   Penetapan   dan
Penegasan   Batas   Desa   (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

18.    Peraturan     Menteri     Dalam     Negeri     Nomor     86
Tahun    2017    Tentang    Tata    Cara    Perencanaan,
Pengendalian   dan   Evaluasi   Pembangunan   Daerah,
Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan   Peraturan   Daerah
tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang
Daerah     dan     Rencana     Pembangunan     Jangka
Menengah   Daerah,    serta   Tata   Cara   Perubahan
Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah,
Rencana  Pembangunan  Jan8ka  Menengah  Daerah,
dan Rencana Kelja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19.    Peraturan     Menteri     Dalam     Negeri     Nomor     20
Tahun   2018   tentang   Pengelolaan   Keuangan   Desa
(Berita    Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2018
Nomor 611) ;

20.    Peraturan     Menteri     Dalam     Negeri     Nomor     70
Tahun  2019  tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

21.    Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor         90
Tahun  2019  tentang  Klasifikasi,  Kodefikasi,  dan
Nomenklatur    Perencanaan    Pembangunan    dan
Keuangan     Daerah     (Berita     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2019   Nomor  1447);

22.    Peraturan     Menteri     Dalam     Negeri     Nomor      18
Tahun     2020     tentang     Peraturan     Pelaksanaan
Peratulari Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahari
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288) ;



23.   Peraturan     Menteri     Dalam     Negeri     Nomor     77
Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tchun 2020 Nomor 1781);

24.   Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah
Tertinggal,       Dan       Transmigrasi       Nomor       21
Tahun     2020    tentang    Pedoman    Umum    dan
Pembangu nan        D esa        Dan        Pemb erdayaan
Masyarakat    Desa         (Berita    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

25.    Peraturan     Menteri     Dalam     Negeri     Nomor     81
Tahun 2022  tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kelja Pemerintah   Daenaih Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590) ;

26.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon   Nomor   12
Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan
Perangkat  Daerah  Kabupaten  Cirebon  (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor  12)
sebagaimana    telah    diubah    dengan    Peraturan
Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  1  Tahun  2021
tentang     Perubahan     atas     Peraturan     Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor  12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan   dan   Susunan   Perangkat   Daerah
Kabupaten  Cirebon  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

27.   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Nomor   7
Tahun    2019    tentang    Rencana    Pembangunan
Jangka    Menengah    Daerah    Tahun    2019-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019
Nomor   7,   Seri   E.5)   sebagaimana   telah   diubah
dengan    Peraturan    Daerah    Kabupaten    Cirebon
Nomor  6  Tahun  2021   tentang     Perubahan  Atas
Peraturan   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Nomor   7
Tahun    2019    tentang    Rencana    Pembangunan
Jangka    Menengah    Daerah    Tahun    2019-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021
Nomor 6) ;

28.   Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  47  Tahun  2019
tentarig        Rencana   Strategis   Perangkat   Daerah
Kabupaten    Cirebon    Tahun    2019-2024    (Berita
Daerah      Kabupaten      Cirebon      Tahun      2019
Nomor   47)   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Pe raturan        Bupati        C irebon        Nomor        9 3
Tahun   2021   tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Bupati  Nomor  47  Tahun  2019  tentang  Rencana
Strategis   Perangkat   Daerah   Kabupaten   Cirebon
Tahun    2019-2024    (Berita    Daerah    Kabupaten
Cirebon Tahun 2021  Nomor 93);

29.   Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  1  Tahun  2022
tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas
dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah
Kabupaten   Cirebon   (Berita   Daerah   Kabupaten
Cirebon Tahun 2022 Nomor  1);

30.    Peraturan        Bupati        Cirebon        Nomor        26
Tahun   2022   tentang   Tugas,   F`ungsi   dan   Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



(Berita  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2022
Nomor 26);

31.    Peraturan       Bupati       Cirebon        Nomor        140
Tahun      2022      tentang      Pedoman      Verifikasi
Perencanaan   Pembangunan   Perangkat   Daerah
(Berita  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2022
Nomor  140);

32.   Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor 47 Tahun  2023
tentang   Perubahan   Rencana   Kelja   Pemerintah
Daerah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2023  (Berita
Daerah      Kabupaten      Cirebon      Tahun      2023
Nomor 47);

Memperhatikan   :    1.      Keputusan  Bupati  Cirebon  Nomor  061.1/Kep.45  -
Org/2022  tentang  Uraian  Tugas  Sub  Koordinator
Pada  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa
Kabupaten Cirebon ;

2.      Surat              Edaran               Bupati               Cirebon
Nomor     903.22      /      1682      /      Bappelitbangda
tanggal    12    Mei    2023    tentang    Tahapan    Dan
Pedoman    Penyusunan    Perubahan    RKPD    dan
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;

3.      Keputusan Bupati cirebon Nomor 051.2/Kep.677 -
DPMD/2023     tentang     tentang     Tim     Penyusun
Perubahan   Rencana   Kelja   Dinas   Pemberdayaan
Masyarakat      dan      Desa      Kabupaten      Cirebon
Tchun 2023.

MEMUTUSRAN :

Menetapkan
KESATU                 :   Melakukan       Perubahan       Rencana       Kelja       Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
Tahun 2023 terutama terkait pagu anggaran dan target
indikator kinelja dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I       Pendahuluan
1 . 1 Latar Belakang
1.2 I+andasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab Il      Evaluasi         Pelaksanaan         Renja         Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Cirebon Tahun 2023
2.1   Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kelja Dinas

Pemberdayaarl     Masyarakat    dan     Desa
Tahun  2023  dan  Renstra  capaian  Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2   Analisa       Kinelja       Pelayanan        Dinas
Pemberdayaan     Masyarakat    dan     Desa



Kabupaten Cirebon
2.3  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat
dan Desa Kabupaten Cirebon

2.4   Review   terhadap   Rancangan   Perubahan
RKPD

2.5  Penelaahan  uraian  Program  dan  Kegiatan
masyarakat

Bablll   Tujuan,      Sasaran,      Rencana      Kelja      dan
Pendanaan Perangkat Daerah
3.1   Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan

Provinsi
3.2  Tujuan      dan      Sasaran      Renja      Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.3    Program   kegiatan,    Perubahan   Rencana

Kelja dan Pendanaan perangkat Daerah
Bab Iv    Penutup

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

:   Uraian       sistematika       Perubahan       Renja       Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
Tahun   2023    sebagaimana   dimaksud   pada   Diktum
KESATU  sebagaimana tercantum dalam I.ampiran yang
merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Keputusan
Bupati ini.

:   Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun   2023   yaitu   sebagal   pedoman   bagi   Perangkat
Daerah    dalam    menyusun    dan    mensinkronisasikan
peru bahan        perencanaan ,        penganggaran        d an
pelaksanaan    program,     kegiatan    dan     subkegiatan
pembangunan     serta     mengevaluasi     hasil     kinelja
perangkat   daerah   pada  tahun   beljalan   berdasarkan
capaian target indikator program yang telah ditetapkan
dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

:   Tujuan       disusunnya       Perubahan       Renja       Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
Tahun 2023 yaitu :
a.   sebagai  penjabaran  dari  Renstra  Perangkat  Daerah

Tahun 2019-2024;

b.   sebagai     pelaksana     teknis     kegiatan     prioritas
pembangunan daerah ;

c.    mewujudkan  integrasi,  sinkronisasi,  dan  harmonisasi
perencanaan  dan  penganggaran  pembangLinan  antar
sektor,    wilayah    dan    fungsi    maupun    tingkatan
pemerintahan       berdasarkan       Perubahan       RKPD
Tchun 2023;

d.   sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinelja
peranghat daerah berdasarkan capaian target indikator
kinelja   sasaran,   outcome   dan   output   yang   telah



KELIRA

ditetapkan;

:   Kepala  Dinas  selaku  Pengguna  Anggaran  mempunyai
tanggung jawab alas pencapaian target sasaran strategis
yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023;

KEEENAM              :   Sekretaris Dinas,  Kepala Bidang selaku  Kuasa Pengguna
Anggaran  mempunyai  tanggung jawab  atas  pencapaian
target outcome prograln yang tercantum dalam Perubahan
Renja  Tahun   2023   dan  indikator  kinelja  kunci  yang
bersifat outcome;

KETUJUH              :   Sub Koordinator atau pq.ahat fungsional yang setara selaku
Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kectatan  mempunyai  tanggung
jawab   atas   pencapaian   target   output   kealatan   dan
subkegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas
Pemberdayaan  Maeyalalcat  dan  Desa  Tahun  2023  dan
indikator kinelja kunci yang bersifat output;

KEDEIAPAN          :   Keputusan   Bupati   ini   mulai   berlaku   pada   tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggall5   November   2023

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan  :
1.  Yth. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2.  Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
3.  Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN    :  KEPUTUSAN  BUPATI CIREBON
NOMOR        :    000.7.2.6/Keplogg-DPMD/2023
TANGGAL    :    15   November   26BS
TENTANG    : PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT    DAN    DESA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1   Latar Belakang

Berdasarkan      ketentuan      Undang-Undang      Nomor      25
Tahun  2004  tentarlg Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional,
Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang   Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang   Tata   Cara   Perencanaan,    Pengendalian   dan   Evaluasi
Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan
Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah
dan Rencana Pembangunan Jan8ha Menengah Daerah,  serta Tata
Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  dan  Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Penyusunan     Renja     Perubahan     Dinas     Pemberdayaan
Masyarakat   dan    Desa   ini   mengacu   pada   Rancangan    RKPD
Perubahan  Kabupaten Cirebon Tahun 2023,  serta memperhatikan
hasil       evaluasi       pelaksanaan       Renja       Perangkat       Daerah
tahun   berkenaan   dan   perkiraan   capalan   sampai   akhir   tahun
beljalan  (tahun  n  atau  2023)    untuk perbaikan  dan  peningkatan
kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rencana  Keria  Pemerintaharl     Daerah     (RKPD).  Perubahan
Kabupaten     Cirebon     Tahun   2023   menjadi  acuan   perumusan

program, kegiatan, indikator kineria dan dana indikatif dalam Renja
Perubahan   Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat  dan   Desa,   sesuai
dengan    rencana    program    prioritas    pada    rancangan    RKPD
Perubahan.  Renstra  Perubahan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat
dan Desa menjadi acuan penyusunan tujuan,  sasaran,   kegiatan,
kelompok    sasaran,     lokasi    kegiatan    serta    prakiraan    maju
berdasarkan program     prioritas   rancangan     RKPD     Perubahan



tahun  2023  yang  disusun  ke  dalam  rancangan  Renja  Perubahan
Dinas    Pemberdayaan    Masyarakat    dan    Desa    Tahun    2023.
Selanjutnya   berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan  periode  sebelumnya  menjadi  acuan  perumusan  kegiatan
altematif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra  Dinas
Pemberdayaan   Masyarakat  dan   Desa  berdasarkan  pelaksanaan
Renja  Dinas  pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  tahun-tahun
sebelumnya.

Rencana  Kelja  Perubahan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat
dan  Desa  Kabupaten  Cirebon  tahun  2023,  merupakan  rencana

pembangunan   tahunan   yang   pada   dasamya   disusun   untuk
mewujudkan visi Bupati Kabupaten Cirebon seperti yang tertuang
dalam  Rencana  Strategis  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan
Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yaitu : TERWUJUDNYA

KABUPATEN     CIREBON     BERBUDAYA,     SEJAHTERA,     AGAMIS,

MAJU, DAN AMAN.

Rencana   Kelja   (Renja)    Perubahan    Dinas   Pemberdayaan
Masyarakat   dan   Desa   Kabupaten   Cirebon   tahun   2023,   akan
dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program
dan    kegiatan    Dinas    Pemberdayaan    Masyarakat    dan    Desa
Kabupaten  Cirebon  tahun  2023  yang  telah  ditetapkan  Prioritas
Pembangunan  Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-
sasaran     pembangunan     yang     dalam     penyusunannya    juga
memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang
dilaksanakan di daerah.

Ganbar 1 . 1
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah
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1.2   Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan
Rencana Kelja (Renja)  Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah :
1)   Undang-Undang  Nomor  14  Tahun   1950  tentang  Pembentukan

Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam  Lingkungan  FTopinsi  Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  4
Tahun  1968  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Purwakarta  dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun   1950  tentang  Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten
Dalam   Lingkungan   Propinsi   Djawa   Barat   (I.embaran   Negara
Republik Indonesia Tahun  1968 Nomor 31, Tambahan I,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2)   Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2004    tentang    Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor  104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3)   Undang-Undang  Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa  (I+embaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  7,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

4)   Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah   (I.embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014
Nomor  244,   Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah beberapa kali,   terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    9    Tahun    2015    tentang
Perubahan  Kedua atas    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang   Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara   Republik
Indonesia Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5)   Undang-   Undang     Nomor   1   Tahun   2022   tentang   Hubungan
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor  4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6757) ;



6)   Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  123,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia    Nomor  5539)

sebagaimana    telah    diubah    beberapa   kali,    terakhir   dengan
Peraturan  Pemerintah Nomor  11  Tahun 2019  tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor   41,   Tambahan   I.embaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6321) ;

7)   Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang Perangkat
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2016
Nomor   114,   Tanbahan   Lembaran   Negara   Repubfik  Indonesia
Nomor    5887)    sebagaimana   telah    diubah    dengan    Peraturan
Pemerintah   Nomor   72   Tahun   2019   tentang   Perubahan   atas
Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang Perangkat
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2019
Nomor   187,   Tambahan  I,embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6402) ;

8)   Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan     Pengawasan     Penyelenggaraan     Pemerintahan     Daerah

(I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9)   Peraturan     Pemerintah     Nomor     12     Tahun     2019     tentang
Pengelolaan   Keuangan    Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

10) Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019  tentang  Laporan
dan   Evaluasi   Penyelenggaraan  Pemerintah   Daerah   (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  52,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11) Peraturan  Pemerintah  Nomor   11   Tahun  2021   tentang  Badan
Usaha    Milik    Desa    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun  2021  Nomor  21,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6623);



12) Peraturan Presiden  Nomor 59 Tahun 2017  tentang Pelaksanaan
Pencapaian   Tujuan   Pembangunan   Berkelanjutan   (Lembaran
Negara Republik Indonesia    Tahun 2017 Nomor 136);

13) Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Apantur Kinelja dan Reforrnasi
Birokrasi Nomor 53 Tthun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Penetapan  Kinelja,   Pelaporan  Kinelja,  dan  Tata  Cara  Reviu  atas
I.aporan Kineja hstansi Pemerintah Gerita Negara. Republik Indonesia
Tchun 2014 Nomor 1842);

14) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 80 Tahun  2015  tentang

Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  2036)  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120  Taliun  2018

tentang Perubahan  Atas  Pelrfuran Menteri  Dalam Negeri Nomor 80
Tchun  2015  tentang  Pembentukan  Fhoduk  Hukum  Daerah  (Berita
Negara Republik indonesia Tchun 2018 Nomor 157) ;

15) Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan
Transmigrasi    Nomor   2    Tahun    2016    tentang   Indeks    Desa
Membangun   (Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2016
Nomor 300);

16) Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor 44 Tahun  2016  tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor  1037);

17) Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Nomor 45 Tahun  2016  tentang
Pedoman  Penetapan  dan  Penegasan  Batas  Desa  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

18) Peraturan  Menteri  Da]am  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  Tentang

Tata Cara Perencanaan,  Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah,  Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan  Daerah tentang
Rencana   Pembangunan  Jan8lra   Panjang   Daerah   dan   Rencana
Pembangunan    Jangka    Menengah    Daerah,    serta    Tata    Cara
Perubahan    Rencana   Pembangunan   Jangha   Panjang   Daerah,
Rencana  Pembangunan  Janglra  Menengah  Daerah,  dan  Rencana
Kelja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);



19) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang

Pengelolaan   Keuangan   Desa   (Berita   Negara   Republik  Indonesia
Tchun 2018 Nomor 611) ;

20) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun  2019  tentang

Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   90  Tahun  2019  tentang

RIasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Taliun
2019   Nomor  1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889   Tchun   2021    tentang   Hasfl   Verifihasi   dan   Validasi

Pemutakhiran K]asifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22) Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  13 Tahun 2019 tentang
I.aporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Talun 2020 Nomor 288) ;

23) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020  tentang
Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;

24) Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan
Transmigrasi  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pedomari  Umum
dan  Pembangunan  Desa  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) ;
25) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  81  Tahun  2022  tentang

Pedoman     Penyusunan     Rencana     Kelja     Pemerintah     Daerah
Thhun   2023   (Berita   Negara   Republik   Indonesia   Taliun   2022
Nomor 590) ;

26) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor   12  Tahun  2016
tentang     Pembentukan     dan     Susunan     Perangkat     Daerah
Kabupaten    Cirebon    (Lembaran    Daerah    Kabupaten    Cirebon
Tahun   2016   Nomor   12)   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Nomor   1   Tahun   2021
tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Nomor   12   Tahun   2016   tentang   Pembentukan   dan   Susunan



Perangkat    Daerah    Kabupaten    Cirebon    (Lembaran    Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

27) Peraturan   Daerah  Kabupaten  Cirebon   Nomor  7  Tahun  2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2019-2024  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2019
Nomor 7,  Seri E.5)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah   Kabupaten   Cirebon   Nomor   6   Tahun   2021   tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7
Tahun  2019  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2019-2024 (I,embaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2021 Nomor 6);

28) Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   47   Tahun   2019   tentang
Rencana   Strategis   Perangkat   Daerah    Kabupaten    Cirebon
Tahun     2019-2024     (Berita     Daerah     Kabupaten     Cirebon
Tahun   2019   Nomor  47)   sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   93   Tahun   2021   tentang
Perubahan    Atas    Peraturan    Bupati    Cirebon    Nomor    47
Tahun   2019   tentang   Rencana   Strategis   Perangkat   Daerah
Kabupaten     Cirebon     Tahun     2019-2024     (Berita     Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021  Nomor 93);

29)Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   1   Tahun   2022   tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Cirebon  (Berita  Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

30)Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   26   Tahun   2022   tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kelja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan   Desa   Kabupaten   Cirebon   (Berita   Daerah   Kabupaten
Cirebon Tahun 2022 Nomor 26);

31) Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor   140  Tahun  2022   tentang
Pedoman   Verifikasi   perencanaan   Pembangunan   Perangkat
Daerah    (Berita    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Tahun    2022
Nomor  140);

32)Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   47   Tahun   2023   tentang
Rencana   Kelja   Pemerintah   Daerah   Perubahan   Kabupaten
Cirebon    (Berita   Daerah   Kabupaten    Cirebon   Tahun    2023
Nomor 47).



1.3    Maksud DanTujuan

Maksud    disusunnya    Rencana    Kelja    Perubahan    Dinas
Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Tahun  2023  adalah  untuk
memenuhi kebutuhan perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa pada tahun yang akan datang, sesuai amanat

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan  tujuannya  adalah  sebagai  pedoman  penyusunan

perencanaan   bagi   Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat   dan   Desa
Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
1.  Penyesuaian  Target  Kinelja  dan  Pagu  Kegiatan  (Penambahan

atau pengurangan) ;
2.  Memberikan    Pedoman    dalam   penyusunan    Rencana   Kelja

Anggaran Perubahan (RKA-P)  Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

3.  Menjaga   Konsistensi  capaian  kinelja  yang  telah   ditetapkan
dalam Perubaharl Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Cirebon Tahun  2019-2024.

1.4    Sistematika penulisan

Sistematika   penulisan   Perubahan   Rencana   Kerja   (RENJA)
Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat   Dan   Desa   Kabupaten
Cirebon Tahun 2023  adalah  sebagai berikut :

Bab I   PENDAHULUAN

Menjelaskan    mengenai    gambaran    umum    penyusunan
rancangan    Renja    Perubahan    Perangkat    Daerah,    agar
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan
baik.

1 . 1 .  I,atar Belakang

Mengemukakan  pengertian  ringkas  tentang  Perubahan
Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan
Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan
Renja  Perangkat  Daerah  dengan  dokumen  perubahan
RKPD,  Renstra  perangkat  Daerah,  dengan  Renja  K/L
dan Renja Provinsi, serta ditindak lanjuti dengan proses

penyusunan RAPED Perubahan.



1.2.  Landasan Hukum

Memuat penjelasan  tentang undang-undang,  peraturan

pemerintah   dan   ketentuan   peraturan   lainnya   yang
mengatur    tentang    SOTK,     dan     perubahan     SOTK
kewenangan   Perarigkat  Daerah,   serta  pedoman  yang
dijadikan  acuan  dalam  penyusunan  perencanaan  dan

penganggaran   Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat   dan
Desa Tahun 2023.

1.3.  Maksud dan Tujuan
Memuat  penjelasan  tentang  maksud  dan  tujuan  dari
Penyusunan  Perubahan Renja Perangkat Derah.

1.4.  Sistematika penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan
Renja  Perangkat  Daerah,  serta  susunan  garis  besar  isi
dokumen.

Bab 11 HASIL  EVALUASI  RENJA  PERANGRAT  DAERAII  TAHUN

BEKENAAN

2.1.    Menggambarkan  kajian  (review)  terhadap  hasil  evaluasi
Renja   SKPD   Tahun   lalu   (tahun   n-1)   dan   perkiraan
capaian   tahun   beljalan   (tahun   n   atau   2023)   serta
evaluasi   pelaksanaan   Renja   SKPD   tahun   Lalu   dan
capaian Renstra  SKPD.

2.2      Analisis REneria pelayanan SKPD

2.3     Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4     Review Terhadap Rancangan RKPD perubahan
2.5     Penelaahan usulan program  dan Kegiatan Masyarakat

Bab Ill TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1     Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan  yang  menyangkut  arah   dan  kebijakan

prioritas  pembangunan  nasional  yang  terkait  dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2    Tujuan dan sasaran perubahan Renja SKPD
Men].elaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan
atas  rumusan  isu-isu  penting  penyelenggaraan  tugas



dan   fungsi   Perangkat   Daerah,   yang   dapat   dicapai
sampai akhir periode anggaran beljalan.

3.3     Program dan Kegiatan
Menjelaskan      faktor-faktor     yang     menjadi      bahan

pertimbangan    terhadap    perumusan    program    dan
kegiatan,   uraian   garis   besar   mengenai   rekapitulasi

program dan kegiatan.

Bab IV PENUTUP

Menguraikan     catatan     penting    yang    perlu     mendapat

perhatian,   terkait   pelaksanaan   program   dan   kegiatan   maupun
anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.



BAB 11. HASIL EVALUASI RENJA  PERANGKAT
DAERAH BERKENAAN

2.1     Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas PMD Triwulan Il Tahun 2023
Evaluasi   pelaksanaan   Rencana   Kelja   Dinas   Pemberdayaan

Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Cirebon  pada  Tahun  Anggaran
2023,   Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat   dan   Desa   mengelola
anggaran  yang  berasal  dari  APBD  Kabupaten  Cirebon  sejumlah
Rp.   14.629.472.520  dengan  realisasi  sejumlah  Rp.  5.868.413.237

(40.11%),  sedangkan  sisa anggaran yang belum terserap  sejumlah
Rp.  8.761.059.283  (59.89°/o).    Berikut  adalah  rincian  pengelolaan

anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon pada Tahun
Anggaran 2023

Berikut adalah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari
APBD   Kabupaten   Cirebon   sampai   dengan   Triwulan   11   Tahun
Anggaran 2023 :
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2.2    Analisis Kinelja pelayanan perangkat Daerah

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden
RI Nomor 7 Tahun  1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003

tanggal 25 Maret 2003, Kinelja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten   Cirebon   diukur   berdasarkan   tingkat   pencapaian   kinerja
sasaran  dan  program/kegiatan.  Untuk  mengetahui  gambaran  mengenai
tingkat  pencapaian   kinerja   sasaran   dan   program/kegiatan   dilakukan
melalui  Media  Rencana  Kinelja  yang  kemudian  dibandingkan  dengan
realisasinya.

Kinelja  Pelayanan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa
sampai dengan Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kiner]•a Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No lndikatorKinerjaUtamaTujuan/Sasaran Indikator Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Th 2020 Th 2021 Th 2022 Th 2023 Th 2024 Th 2021 Th 2022 Semester Th 2023
(n-2) (n-1 ) (Th  n) (n+1) (n+4) (n-2) (n-1) I Th 2023(n) (Th  n+1 )

1 Meingkatn IDM 5 28 Desa 49 70 desa 91 desa 42 79 Desa 128 70
yajunalahdecaMandiri Desa Desa Desa(150f/o) (161%) Desa(182.86%) Desa

1.1 Indeks IKS 0,81 0,84 0.879
KetahananSosial(IKS) Poin Poin Poin(104.76%

1.2 Indeks IKE 0,84 0,85 0.81
KetahananBkonomi(IKE) Pain Poin Poin(95.29%)

1.3 Indeks IKL 0,78 0,80 0.84
KetahananLingkungan'IKLl Poin Poin Poin(105%)

1.4 eringkatnya IDM 0.72 0.73 0.74 0.75 0.72 0.7552 0.78 0.74
tatus Rata-atalndeksDesraMemban~

(loon/o) (103.450/o) (105.410/o)

I.5 Meningkatnya ersentase 2 0 a/o 400/o 5 5 0/o 7 0 0/o 23.33 79.37o/o 73.069< 73.060/
Desa yangernilikiendapatansliDeca undahesaYangemilikiendapataAsliesayanganggarkdiBDesa O/o

(198.40/o) (132.849{,

1.6 Indeks IKM 3.55 3,55 3.56 3.57 3,58 3.55 3.79
Poin

3,58
KepuasanMaayarakat(IKro Poin Poin Poin Poin Poin Poin1009/o Poin198.43O/a Poin

Dari  tabel  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  dari     4
Indikator Kinelja Utana Tujuan dan  Sasaran Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Cirebon pada tahun 2023, pada semester pertama dapat



tercapai  182.86 0/o untuk jumlah desa mandiri sebanyak  128 Desa, untuk
Indeks Kepuasan masyarakat belum tercapal 100°/o masih dalam progres ,
Indeks Desa Membangun tercapai 105.41 0/o (0.78 Point) dan Meningkatnya

persentase jumlah desa yang memilihi Pendapatan Asli Desa yang
dianggarkan di APBDes tercapai 132.840/o (73.06 °/o) Desa )

Untuk Pencapaian Indikator Kinelja Kunci (IKK Outcomer) Urusan
Pemberdayaan Masyarakat Desa :
1.  untuk persentase desa tertinggal pada tahun 2023 sudah terentaskan

1000/o sehingga tidak lagi ada desa tertinggal pada tahun 2023
2.  untuk persentase peningkatan status desa berkembang menjadi desa

mandiri pada tahun  2022  sebesar  1.08 %   yaitu  3  Desa berkembang

yang memenuhi desa mandiri dibandingkan dengan  185 desa jumlah
desa berkembang pada awal tahun dan pada tahun 2022 seperti yang
tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel Indikator REneria Kunci (IKK Outcome)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No Urusan IKKOutcome Rumus Perhitungan atu Kineri.a Tahu n Target
202 2021 2022 2023 2024

1 emberdayaan ersentase umlah Desa Tertinggal
O/o 83.3 loo 100asyarakat engentasan ang memenuhi Kriteria

esa esa Berkembang
ertinggal ertahun BerdasarkanndeksDesaMembangunerTahun------------x100%JumlahDesaTertinggalwaltahun

2 ersentase u mlah desaberkembang
O/o 0.3 1.02 1.08 1.5 1eningkatan ang Memenuhi kriteria

tatus Desa esa mandiri per tahun
andiri rdasarkan lndeks Desaembangunpertahun--------------xl000/oumlahdesaberkembangperawaltahun-n)



No Urusan IKKOutcome NoIKK IKK Output Capaian

1 Pemberdayaan ersentase Pengentas an 1 LJumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar 0 DesaMasyarakat esa TertinggalersentaseeningkatantatusDesaandiri Desa
2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desra 0 Desa

tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan
keria sama antar desa tahun sebelumn_va

3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan  lembaga adat di 0 Desa
desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan
diberdayakan

4 Jumlah penin8katan desa yang lembaga 0 Desa
kemasyarakatan   dan   lembaga   adatnya   melaksanakan
pemberda.vaan

1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam ker).a sama antar 14 Desa
Desa

2 Jumlah desa yang melakukan kerja §ama antar d© 4 Desa
tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan
keq'a sama antar desa tahun sebelumnya

3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan  lembaga adat di 455 LKD
desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan
diberdayakan

4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga 5  Desa
kemasyarakatan   dan   lembaga   adatnya   melaksanakan
pemberda_vaan

Untuk Pencapaian Indikator Kinelja Kunci (IKK Output) Urusan
Pemberdayaan Masyarakat Desa :
1.   untuk  Jumlah  desa  yang  terfasilitasi  dalam  kelja  sama  antar  desa

pada tahun 2022 tercapai 14 Desa.
2.   untuk Jumlah desa  yang  melakukan  kelja  sama  antar  desa  tahun

beljalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kelja sama antar desa
tahun sebelumnya tercapai 4 Desa.

3.   Jumlah  lembaga  kemasyarakatan  dan  lembaga  adat  di  desa  yang
terfasilitasi   dalam   peningkatan   kapasitas  dan   diberdayakan   pada
tahun 2022 tercapai 455 Lembaga Kemasyarakatan Desa.

4.   Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga
adatnya melaksanahan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan
tercapai 5 Desa seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini

Untuk  pencapaian  target  indikator  SDGs    Dinas  Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yaitu :
1.  Pengentasan  Jumlah  Desa  Tertinggal  pada  tahun  2022  0  (nol)  desa

tertinggal.
2.  Peningkatan status Desa Mandiri Desa pada tahun 2022 jumlah desa

mandiri sebanyak 79 desa Mandiri sedangkan pada semester I tahun
2023  mengalami peningkatan  sebanyak  128  Desa Mandiri  (182.86  °/o)

dari target Desa mandiri 70 Desa di tahun 2023 dan untuk tahun 2024
ditargetkan menjadi 79 Desa Desa mandiri
seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini



Tabel Target Pencapaian lndikator SDGs
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon

No Tujuan/Target/Indikator Satuan Realisasi Tahunan Target
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Mengurangi Kesenjangan Intra- dan
Antarnegara Pada Tahun 2030, secara
progresif mencapal dan mempertahankan
pertumbuhan pendapatan penduduk yang
berada di bawah 40°/o dari populasi pada
tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata
nasional.

1 Jumlah deca tertinggal Deca 43 43 12 2 0 0 0 0
2 Jumlah Desa Mandiri Desra 0 1 2 7 42 79 70 91

2.3    Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Cirebon juga

bersinergi   dengan   Visi   Direktorat  Jenderal   Bina   Pemerintahan   Desa
Kementerian  Dalam  Negeri  2020-2024 yaitu  Mewujudkan  Pemerintahan
Desa  yang  Mampu  Memberikan  Pelayanan  Prima  Kepada  Masyarakat,

yaitu :
1.  Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna meningkatkan

kualitas  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat yang  ditunjukkan
dengan pemenuhan SPM Desa;

2.  Memantapkan  peran  perencanaan  partisipatif dengan  perlibatan  aktif
kelembagaan  masyarakat  desa  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan

pada wilayah desa dan kawasan perdesaan;
3.  Memantapkan tata kelola aset dan keuangan desa berdasarkan prinsip

transparansi , akuntabilitas, dan kemanfaatan ;
4.  Meningkatkan   kualitas   kehidupan   sosial   budaya   dan   keljasama

masyarakat desa;
5.  Meningkatkan  kualitas  evaluasi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa

dan penyusunan peringkat tingkat perkembangan desa;
6.  Meningkatkan   kapasitas   aparat   dan   lembaga   masyarakat   dalam

pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional.
Tantangan yang dihadapi  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat

dan Desa kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :
1 )  Tingkat partisipasi unsur lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah

perencanaan  pembangunan  desa  belum  optimal  dalam  mendukung
perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa;



2)  Tingkat  kehadiran  aparatur  pemerintah  desa,   anggota  BPD,   tokoh
masyarakat  dan  unsur  lembaga  kemasyarakatan  dalam  penyusunan
Rancangan Perdes APBDes belum menunjukkan hasil yang optimal;

3)  Tingkat Ketahanan ekonomi desa dalam wujud pengembangan Badan
Usaha Ekonomi Desa (Bumdes) belum mencapai hasil yang optimal;

4)  Tingkat    kepuasan    masyarakat   dalam    bentuk    Indeks    Kepuasan
Masyarakat   (IKM)   dari   sisi   pelayanan   pada   Dinas   Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa perlu ditingkatkan.

Sedangkan  peluang  bagi  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan
Desa Kabupaten Cirebon antara lain adalah sebagai berikut :

1)   Adanya kemauari  lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk
berperan   serta   aktif   dalam   perencanaan   dan   penyelenggaraan

pembangunan desa;
2)   Adanya  hubungan  yang  baik  antara  Pemerintah  Kabupaten  dengan

para   pelaku   ekonomi   khususnya   kalangan   dunia   usaha   dalam
pengembangan perekonomian yang ada di masyarakat pedesaan;

3)   Adanya   upaya   terstruktur   dan   sistematis   dari   aparatur   Dinas
Pemberdayaan   Masyarakat   dan   Desa   dalam   upaya   peningkatan

pelayanan publik;
4)   Adanya dana desa yang tiap tahun jumlahnya terus meningkat.

Isu-isu     penting    Penyelenggaraan    Tugas    dan    Fungsi    Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon antara lain adalah
sebagai berikut :

1)   Peningkatan  Status rata-rata lndeks  Desa membangun yang semula

pada  tahun  2022  IDM  Kabupaten  Cirebon  nilainya  0.7228  dengan
status  MAJU   lalu  pada  tahun  2022   meningkat  nilainya  menjadi
0.7552   dengan   status   MAJU   dan   diharapkan   pada   tahun   2023
mengalami   peningkatan   sehingga   status   rata   -rata   IDM   Desa
Kabupaten Cirebon bisa statusnya menjadi MANDIRI;

2)   Peningkatan  jumlah  desa  yang  mempunyai  Pendapatan  Asli  Desa
sehingga  desa-desa  bisa  Mandiri  dalam  penganggaran  APBDesnya
tidak tergantung lagi dengan dana transfer atau  bantuan  keuangan
lainnya;



3)   Penyusunan Perdes RKPDes dan APBDes yang tepat waktu  sehingga

proses perencanaan, penganggaran dan pembangunan di Desa dapat
beljalan dengan tertib, transparan dan tepat waktu;



NICDa-ar-t®a+a toICL)a-brlNaIS boPCOaIbHNaI-a, t®rl®aPPaI PLI®aH
. I

*aa

88! 88: #8

i
ji!

ii
C:ii

;:z\_1\(Z

c=

i;iB'%CL`iBt!eoEa8C'

cOEtJB

i!#tJ8IB

!!
B i+.aB

i i ii ig

iiBtJ

C.

Egg
C.

BE.
ee=

coFfF

Pr= =
gi

i

i i ag S.g a5

i :itJa

#i
ig §.i

B£.

#.
a.

i:g
%* P* I

a
-Fg

!8
BPi! Pg

=I= = I: ®< < r.t
fop P E: a

-
® ® F:g

a
€'8

B® 9: t' .
B ? B P| cO I

[iE
Ei

E• *
•i.g

e fE 8 €. 8 Pa 8r)i* 5
%8 %9 51.E

®I9®roP

i
aB

D o'® fb

-gi
CLa.%

8; F8E.P ig.Dg.
igiB 9.B

gi £

;i

F=S

ii
i1aP

iD
i®?E

E 8
tsB

§ F£
8Ico= cJ'EjB'

Fa
CL'P5g FBt'

£ i
aC' Pji -gE a,f=a

iiI :.i
aa IPa,B aa

i
i

§
5!

®£
8!

=P=?
! BB

P? 8 8 t' i
¥5 J Eg

a8
F Bi B

fD€ 8
B

9
OQ

H0'I

i.g
£ ? Ei 8

08Ei 8 8 P?I

i
cOIi COf=5 COEa COIa

Ia

a®BP5®

8. F a a *P
1 I 1 I 0'

to te
J>C7a -tJ0

PCn H I- P H lJ g# =
C' C' F *= C'

aa aa aa u\ aa gg aa a*
i? i3

aPr o` S £ S >0
EF

0*EP.

N t®
C'a C'a I01C' P lJ I i I 5'ee

C' CJ gil PrEL- 0a aa C)a Ot aa E& ?a a 5®? a0i aa S S § £ S
Fg

9.P

ro ro C® 0\ cO CJl

J>i-
•€ J>te

PCna- -CJ1Cn-

gg

=

H cO a J> Cn P J> cO I- J> J>

FE
i

J>H J>cO a00 8 ®cO `Cn aJ> J>Cn ii J> J> Pr
0) J> 0\ cO CL) H Cn ro8 icOi ¥ Cnu B EI
Pa iC) aa Pa cOa aa aa iC® icO ®FEFDCJ t®abocoa a a a a a a a cO a a

Ha

J>a
hJ J>

LJCDa LJCD®

oo ii8HCAJ> -cOi HPCn 0\J>a J>Cni J>ai J>iCL) Su\
I-Cna roicoat®`CAJ> boicO0\NaJ= aP

HJi J>® J>J> aa acO 0\cO arI 0\0 aa uJ> -#
i I t® ® I co a a r ta a a a a a a a a ro Ia a a a a a a a a 00

iE

u
ro®ro LJ

tfi

HCh000\Cr'®J>aa0\ I-0\000\01aJ>aa

(`¢
#:v/,ap`-:`'/

OJtdS£

H rJ - J> I- Fco J> cO a I- I
a® iCe a 01cO N- aCn J> aJ> 8 icr
00 Ch J>J> Crl Cn a Hi ro CD cO
J>a 0\a hJaa ia ula aa aaa aa I,Cn -
a a a a a a a



roI®aI,P? NLJCDaI-aIroa8 rorlCPaI-arJieC)Cn8 t®LJ®aIar-roaau NLJC»bIbLt®aaCn E®PCDaL-bINa8 roL-C®bHaIteaCna bJ-CDaIa-to8S toI-CL)bI-a+givaar- toI®aIPa NI-CDaI-ar,i®8S PI®aIPa t®I-CL)aPaI-NSaH toICDaPaI-NS8 N-CDaIa-A)SaI- P,®aIPa b)PCDaIaPh)aIa1 ro-®aIa+roaIa

-+

i!i

gg aEiaE:a.IiFi
E8'cog-=i

FB 95'

¥§'PaOJPFPI£5`BBaI

88 5: g. B B= :B g> % g 5 5: #F5
g§`Pa0£.CL,Pa=a.€a>cOZ

g>
E#?9.P*£FCJBF

Ei  8  8:

•to.

;iigF
Bg E!R *&

95E i!iii EifD ii
5Ffg BEE

i :ii
gB

=pB:
F: €8Bng

§g g: BB Egg 5:E.EQ.
§g %g.i

¥.8; Ep
Baa®aPiaPD

®P:|
£8

P* i- Pi 88 8-
tJ£. g

02j Br 0 gal

Eg
OQ P

§E5aaD# #i gBa
8%tl':

E8- E! E?no Ej Fig

ii
=8#

!i
5i.01OJ3£8

ii08J
;iEi iiip;

Ii ;i
C.Ei-P==a)F5a-P3==IE]8£CLOeaB'i C.EaE-.£->E=5:i£a.BE= C-=iig8tpPF8tp8a)a)5£aa®CL5t C.=iFICrBPaa®i0'IQ.P?t3®ia8?!a0'®a.gPi C-=iPr=Pa5g=B'IaPiE£a+a,aa.PPrB C-EiiiiBiiaP C-it~.85.gaE:aS£CLa,®agP? C.iia5-igg?FgEa.P£E5aI C-IiiBigaiBtJE'a, C-EiiC-83'i;C'!`a1aODPJfD

gi
C.Ciig•:E1aC:aaI0,=0}=?

S.; gEBF
C-IiFrC'aFI0ia,IqE£aH0'=a,F=? C.EiiBE38FE=00Fa5IPcaPi=iP*

Ei ii

cA

P!jOJB£=EtJty®BICLPFiI
FaErtEB'8CLPIa?a}=i0'B=01

£aaEcaE?

crFEg>unZ¥Eaa¥£CL8=E.i DF;iI€!I*®EfD5aCJP8FEa 0:I8E.B9.PaEB`g#B9.® =FITF,Fi0%B.iCL8copPFara'=Bif

CO=a1 eegiaI 0,EE!Cr COEE!Cr cO=i
;:PC:

00EiCJ` cO=iaI cOEia1 cOEia, COI:itJ-01

i.g
cOI:aai cO=F cOIiCr U)=aCr

iL£ ®I ®I

i5
aI !g5 ®I ®1

IC=i~
toCnI€03i hJCDcOiB0' J>-C-aaa. gN18 L-®C.85-

CnCnHai0) CnC.85' coC.a?5' iC.®a. C®acOa *C.86'
L-00C'0*iiB r-tJ0PrE5i CL)N£?9.

J>0'g*
IC'aFi®? ®CJaEi®a J>aa=i®?

•®

r-c=5 t®CnIP roCD00`B0' J>IC-a

Egg

IaC.® t-0101IP0! CnC.a= CeC.a5 iC.8 aGOa IC.8
93*E t-CJ0 coroga. J>Cn9a IE -C'a*Ci®5 0tJa i=aa

* eaIPB
9. F a.

a` 6' a' 8' i®I PrI5®5 *E5®a FiB

J>0\0\t®J>E®Cna CnuiroCncOC)a totoCJlaaaaa CnacOCniaaa ®CrlcoaCJ|aaa iroacOHJ>aa aI-aJiJiaa
b®J>®CnIaiaa PaCDC®roaaa I®coaro01aa

00CnCn®0\aa

J>ChaCnCnI-Jiaaa J=®0\®bJroCn-aa

NaCn-bJaaa
®CD+i00aa

:xp`

8r+CDaaaa J>CONCn-aaa t®NCnaaaaa J>CnCnCDacOaa CDaaCeaaaa 0\cOCDaCJtCnaa ®HaJ>J>aa
roJ>aCrLSiaa HCe®atoCnaa

00CnCJl®0\aa

J>0J>iCD0\®aaa J>a3NroCn-aa

aJ>Chto8a J>®ato0\aa Cn6HulA)aa •`,.,in

rJ0\J>Sto8 IJ>J>iJ>00aa
ifiCO-HNC)a Cniiul8a J>-NL-®aa LJacO0roa8 toCn-*J>®aaa rJraCAaaaa

J>coaNChaa is8N0\a0,

\ ,<  ,,1¢



roI®atoaI toI®a roICL)SaNroE!8 t®ICDSarotoaH8 t®I®3toa, toIP8 t®LJCDaI-bI-fo88 t®I-CDaI-bI-be8a ro-CDa-aI+hJaS t®HCDaI-aPie8aI- t®I®0Iro8 10ICDaIaHto88 bJ-CDaLJaI-te8at® b,I®arlP8

tt./

iigiiF

ii

rBPeDi0'COBJfDCL8ga,FDIP5PCJ®cOP

g@'a,BaPFPa8®=P£ICJa0'P

ii8F

iii ;I
iigBF=®a,8' i;# #8*

P)
![

r  I-c   ,•,RE,1

o: £g 5BS Fg F.3 gg
8!

i!5BE ii! Bia-B EFIgCOC:i£

ii!g

C-=
5:E FE.

Eg
C.ii C.EiitJ8 88 C.i C-I!IaC£ e?  8  E' i;E. C-iiBiiicof=E- i3E =E. @E1

•ca

E!ig J±.i
EB

Ba i3BB t3B 5.E) 6`B aE!

8! £E 95.

!&a
i €cLg %F E.F %E B:i

!g gBa)
PFBB

a® a £.:a ?;
=FC-®icOBgaCLBiaga1£a ?-Ba.!i Pa;5.

0'Pi tJB®* %€ EB
OaPi

P gs EaF ££g B& F;.

£B55
S=

i.£r.a. gis
£a-9Ei £CL iB

¥18 Fg i!g.
Ea

B£ g#
BgtpJ

F3
PrCJa

gEi €:i5? E;Ei

gB
i£

!B B-i.togI.P a)aiPB a,C:i 88Eg 9g cOi!
®€E

E ii
Ii

&i gI
H£BE

OPa)i0' OQi®a' *a0i

Bi
®iP£

a*
aC'aaeP

B i Eg
*tJPaI

i:i=a-
5B8

iF ai# i)®I0

!!
®ItJ®

?a?P' Ea Ei
iF

P*CLP BiPa
i.9tJ§

a PI
®r a,P

a fL P 9F IP OQ
ODP a-P PI

81 a
€8

0 aI 8

S
Br+ P a)E. CLP

E
CB aa)P?

aa)
gg.

roa= Fg ii
¥ @ g P

a
?.B: 8.8: 9.B:

00= 0,E a,E COF=

?E
cOI

&F &F &F i i 5CJ. 5Cr E!Cr

88 §E 8B ® ® ® a tEl  no ®
a= aI aa I I 1 L1

2:
N`B 00®I0a, J>HA,a®

coB J>ag 89
®ig

COI? J>C.®a t®PC=5 -J>C=P Hii
CAC.0E.

cOBa?
0\C-8

ife,

8 ®i S
# 8 a

a,aa * 6' * * f=I

£
6i'

NiCJ cOCL'Ta J>ItoC'
cOB 8CJ 8a

a~P
®=a J>C-® A)I-C= I-J>C= -=r

cOC-9as.

co8
0\C.a

•..ch
®8

OPaa a8! a
®S 08 aO0aa

r+ i. ?*
E. f=a aa. i6;.

Cn00iC)0\CnulCJla
-ico®0\J>acOaa

-®uCnaaaa II®t®a,LJroaa
®®~CnC'aaa

ICniCO®ChJ>C)a H0\ai0\-roaa toaPr-®toaC)a PacOcOCnaaa aite0\C)aaa roaiCO®J>-aa rLJCnHaaaN00 ICnCnCn`aaNCb
I,i

Crl00~a0\CnCnCna
&iC)ChCJ|Cr'Crla Cn-iCOCnJ>aa i-COulaaaa CDco<Cnaaaa

ICni®CO0\J>aa -Cni80\J>aa IaCni0\aI-aa I-acOcoCnaaa aaiJ>aaaa h)aicOaJ>raa J>a®cOaaaa rPCnH®aaro00 ICrtCnCr[iaC)NCO

LJI-J>C»CJliCnNCna

COuacO0\J>aa i=I+I--hJaa
6J>A)J>00aa CnJ>teb)aaa ChCJtA)aaaa J>aOu00aaaa

`      ,      \j<J



t®I-CL)aJ>aJ>ioaHaCO rorCL)aaJ>i®arJa ro+CD8aJ>toa-aH roI®EPaI toI®± NI®acoa®roaI8 N-cOaCL)C)COteat-a t®I-CJ8aCOroaI,aP
-

*`

noEJ

EB
>t' lt' , I

!!iE

*T *  CJ  rE CJq

•to

gE £

!i!

?8. gag 8%

fiFB:Ft 8B8t i:i iFngno Eg; i;

;i8

p€=0'f=iP=T

i:i
i;Ja8

E!i

Ii.
ii 8-C:* gDC'8P

iB

>

gF
Bg

C.IiBU'Pi P-C. t'C. aC.

g;
C-Ii

FBE £g
not- *C. <C.

§E 8i §E gE a.i £i
€p IP FF ¥.i 0! 8F gF CLpF E'= a,5.i DF

:iE
8 gF DrP B;BC'®a,P

98PPB<
Q`®a,Pi Pg0I

%g
?9a}P

#PD
gB

£B
¥aCL` ®£a- 5'F

aCL
£CL

=E:;

!# aCL. ug.B
8!Ei BcO=B' 9Pi.g0B 9.E?+ =05 PaP

!i- i:
3g 5;ii i-!Ii gEF.

8;p95Pis

Ega)

a)eQ=CO

8.Fa
=Pri a-PiCLC: ?a8

BBB% 5g¥ a,t®iCr -Eii
01P:®a.

!!
F:B EB %

CLF: eaP

Ei.

PaI
gSg :ii

Pg'P

££.8!=CJ® PD a® FI S iP
t! 5-I OQe a2a # Ei3 iPi

.IIcO

FB0.!E a iECJaa. ® B ? £Pa=Pr P ® 00 a P
a £ 8® € a

0' F=
8 aI+ BS

B
PtoP

€£. c:£. bF
F PF8

a 8 i BP E-a R 8£
i i®a, B i

OP: ®* 0* a 0* 0* 0* OP: 0* 0* 0*t:'g 5.8- F:'g E' i'P ='P ='P ='P i'P E'P ='P
&F

FE
&F &g 8.g &F 9.F 8.F &F &F gFOt3 Oe Oe Oe Oe Oe Oe

8B
0B OPPB BP ?P ?P BP BP ?P =P ?Pa a a a a a 9 a= a aj I i ? a a ? = i

I,COCna®
8BS

C)aa,Bto
COa,6'a J>INC'a J>g

-i®000 roJ>h)g
roBS ~C.£a` iC.§5` t®B teiB

/`

8 i El 8
aI 3d cO®= 8 E

ICDCna
88

!ioP

00a,5.r+ J>IbJtJ J>g OHgS
g-=

ag8 iC.®?6;' ig N9 NitJ

a S
®a

§ 8 OQco gh) 8 §

80\t®C)I-aa
a)aJ>roCnir-aa

a01t®J>gPiul0\ 0\broJ>a00--Cnro
CJ'0\CnNhJbo00aa 00aChI-PicOaa ®0\NcOaabeaa

CDJ>aaCnIaC)
toiL®Cn`I0\aa

0\intoJ>acoaiOt0\ aCnh)J>a00aiCACh
CACn®Cn~NcOaa

aI-J>icO®Crla hJNaaaaaa It®aC)IJ>J>aa

0\J>0\NCnaaa i5aCn00CnCnaa
isaa8PCD®® to-I-0\Cnaa8 i\J>a®®J>Cna

roro?aaa
teJ>tetoCOCncOaa



ro11®aCA

NI-a)aJ>aJ>NaLII-00 e®HCDaJ>aJ>i®arLJ0\ toPCO8ai>roaLJ-Cn toPCOaJ>aJ>ieaIHJ> NI-®8bJ>iea-ICD NL,CDaaJ>toaP-- rorlCL)aaJ>foarI-a ro-CDaJ>aJ>ioaPa hJP®aJ>aJ>roaLI8 roI-®8aJitoaH8: EOLICDaaJ>i®ara
I

i!i!

Egg 5B BF 5:B aeDE:Fa,P a®=8caD gB

i;;
=rlJ tJ*T

Fee@'Oe£g6-a

F!gi
E¥. BcO. i)i 82. E#. 8€!
FB cog %g: g= Sg p8E:

F8:. 9=. gig. F'B Fg €¥. B'S
Sno Sp a,P>B 8% gng ®D'?

iigB
§a-5.8 8®f

!j
afi6.a a€f=a,E=P

!'i
CLgFrJ1g

;i iI

iEi!
ij I

D8gfl8 5B B>®at+tJaa,P t)gC'®a,P

gEFg

!IPB

i !BI.iar
i*®=fP=tJaeeP

j!
noc. 5:E cJ`  C- C-= C.C C~= C-= BC-

Eg
C.I t<C- C. C.E C.=

(

gE
P= ®=

fE EiBE.
B!

a
!tJa i a £E. 5

E9
i

gB
FB FI i Eg iE itll=GOi g:i gE i

B#
PI

FB £B
>a 8 8I 0}BQ- FgOe

!E
8g B

FB !B
t®D D P

!§
P

FB
S

a)P

~j < t< aA i a8 g£g i 1<P-.a PC'
£Q.F

aOJ5i £a,a gC'aOD

!£ # P|
AQ`t+ £g

Ei
®gg OQa.B P£

iCL £8P=tl'

PrEE. 8;E 0)E

Be £CLtp

02BD

aa.

P¥£fi.

E:aF

a,BE 8g

i.i
BE.i

%g02i GeEii3.

fr?
BFcOPt BB®D i

5'P
€0a E'~ PB'a'

iE
iPriP aC'8

p8aE Paa5. ®5aa
£a)Ea

OQ5.i
gf*

iga,=a
gi)

PB>giv®*I,
Z%tJi

tpC:=a
BP5g8 ££ ii.8F 8Eaa i5£ BPPi5

a-#
i9. Pi 8 9:cJ`

8
P IB®

F € 8P a ®a,

€ 8 S
a0'

gi8 i)a3D a,B

a5
I a-®a,P i. ?

OP: 0* 0* 0* 0* 0* a OP: OP: 0* 0 0* Q* 0*

ti
='0' ='P i'P a.P E'P Ei'P t:' ='P ='P E:'P =' E'D ='P ='P
9.g 8.F &F gg &g &F &F &F &F BF gF &F &F &FOt3 Oe ?E Ot' Oe Oe Oe ?E C)e Oe Ot3 Oe 0B=R aB BP ?a) PP 5P BP BP BP ?P JP BP

® a ® a a a a a a a a a a a
t3 B a a 5 ? i a i 5 i 5 = i

NI-CA)0\F

J>a9 Paaa®8
89

Iaa9 LJaC>C'®8 00ag
LJaa98ee

J>aB roaB
J>a-aaI£ CeHH8cO

CJ'C'a
IaaC'a8

8B

00'®I
3 8 8OQ 8 8 8 8

:,J
C)C' aC' J>LIt®tJ® a8 rIaa9 00aB

95ca
J>aB8 aC'

9+ ?EOe
CnC'a*

LIaatJ® J>aB

#-I
®S 08 aS

88
BCh 8 co S OQ® S

PD®tororCnCA)aaa
I-IrocO00J>~aa iCL)J>iHiaa J>aaaaaaC) L-L-J>COChroPaa

Cn00-®®CO®aCnA)
roJ>iaJ>CJlaaa -H00H®CnJiaa

ab®rorla,®C)aa +-aaN00a)aa ihJro+J>aaa Cn+0\0\00iaC) hJCrl01®00®aa i®I-cOacoaa
Cn~8®-aaCrla

-boiChJ>ChaaC)
i0\C)t®Chaaa

®aa8aaaa HHaatoCD00aa i=a0\8*aa I-Cn00a®aaa I-JiJ>aPI-aa ist-I-ibJC®aa
--aarocOa®Cn -Ha®acOraa

J>N`Ch00Cnaa



C.C=itl,>I

NI®8aCnrobH8 rorCL)8aCnioaPa NL0aaCJ1toa-8 NHCD8aCJ'roaP8 t®rJCD8aCrtNaHa PIaaroa,
I

BB

i;i!B9a£

:i

i#:jj:Ig##i!

C-EiaFtJ®cOP<P£iB5Iaaa'tJtp5P tJ0E'i®?Fro0!9g*SaJtp0*= c}.i 5.E. CLC. 9:C.
a 6'B FE 6jE

FE
1 a._ ®
BE rpFBiIEco5'E!g5i€BaPF?CJ®®P<a fLP

gE.
Bgfi£CLii®aDai.02®®Pa

a;
B'8 gE.
¥.-. a.
CL+ pJ

ii igP*
* ®®
? BE!

£.a- Fga-. Bt€
BE= i)g-I*8iBg

%B'

OP: 0* QB 0* 9.8I:'P E'P '}11 I Ia a ® ® a
BE tJ'= crE cJ'= tJ`Ea 0 0B Ot)•Ei !B !E sg= pg5

J>aB8
J>atJagga

ro5?0}
toCn5:f=fi roaa8OQ

Cn-.®?6;'

8B
tJ0*J> roa aaE`ro roaa8OQ

CJ'-.

Eo 8 got
®I

aa Pa, 8 3.

11Cn0\11JLaIi

i>I-000CnaJ>aa CDaa8aaaa cOroi0\®a8 ro-CnCht®NCnaa NCJ'CnJ>t®®ro8 aNNI-0\Ce8a

F®roi8roi
CBI-cOC®CnaJ>aa

§aaa8C) 00roi0\®aaa Cr'aaaaaaa -i-aJ>00iaa aroteLCn®aaa

Ill,aSCnB¥
Paa8aaaa

8aCJaC)a

-0\Cnat®NCnaa
cOJ>CA}i`01aa



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana   Kelja   (Renja)   Perubahan   Dinas   Pemberdayaan

Masyarakat   dan   Deca   Tahun   2023   merupakan   rencana   kelja
tahunan  penjabaran  dari  pelaksanaan  pembangunan  yang  telah
direncanakan di dalam dokumen RKPD  Kabupaten  Cirebon Tahun
2023,    selanjutnya   Rencana   Kelja   (Renja)    Perubahan       Dinas
Pemberdayaan   Masyarakat  dan   Desa  Tahun   2023   ini   disusun
dengan  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54
Tahun  2010  tentang  Pelaksana
Tahun 2008 tentang Tahapan, T
dan Evaluasi Pelaksanaan  Renc€

Peraturan  Pemerintah  Nomor  8
a Penyusunan, Pengendalian

Pembangunan Daerah, dengan
tetap memperhatikan kepada Rencana Kelja Pembangunan Daerah

(RKPD)  Kabupaten  Cirebon Tahun 2022,  Sejalan dengan kebijakan
Pemerintah  Kabupaten  Cirebon juga  mengakomodasi  usulan  para

pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu fasilitasi
pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.

Proses  penyusunan  Perubahan  Renja  Dinas  Pemberdayaan
Masyarakat   dan   Desa   Tahun   2023   memperhatikan   program

prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kelja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2023, agar
di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara
dokumen perencanaan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2023 Kabupaten Cirebon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No Program/Kegiatan Lohasi Indthtormeria Bea-a/Vohame Catatan

J 2 i 4 j' 6



Dari  tabel  diatas menunjukan  tidak ada usulan  masyarakat

yang   disampaikan   dalam   Musyawarah   Rencana   Pembangunan
Kecamatan  (  tidak  ada  menu  PIK)  dan  tidak  ada  usulan  Pokok-
Pokok  Pikiran  (Pokir)  Anggota  DPRD  untuk  Dinas  Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.

Dan    dalam    tahap    penyusunan    Rencana    Kelja    Dinas
Pemberdayaan   Masyarakat   dan   Desa   Tahun   2023   juga   telah
melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal  23  Februari
Tahun 2022 yang mengundang Perangkat Daerah lainnya dan stake
holder terkait sehingga bisa menyelaraskan  program  dan  kegiatan
dalam   optimalisasi   pencapaian   sasaran   prioritas   pembangunan
daerah  seperti  bagalmana  kegiatan  pengelolaan  salnpah  di  desa

yang optimal  dan telah menyepakati sebagai berikut :
1.  Program   dan   kegiatan   prioritas,   dan   indikator   kinelja  yang

disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diseleraskan
dengan   usulan   kegiatan   prioritas   dari   musrenbang   RKPD
Kabupaten di Kecamatan;

2.  Menyepakati rancangan  Renja Dinas Pemberdayaan  Masyarakat
dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

3.  Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD



BAB Ill. TUJUAN DAN SASARAN, RENCANA KERJA

PERUBAIIAN DAN pENDAr\IAAN PERANGKAT DAERAH

3.1    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Rencana  Kelja  Perubahan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat

dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan bagian dari
sistem  perencanaan  pembangunan  nasional,  sistem  perencanaan

pembangunan  provinsi  serta  sistem  perencanaan  pembangunan
Kabupaten   Cirebon.    01eh   karena   itu,    Rencana   Kelja   Dinas
Pemberdayaan     Masyarakat     dan     Desa     Kabupaten     Cirebon
berpedoman    pada    Rencana    Strateris    Dinas    Pemberdayaan
Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Cirebon  dengan  mengacu  pada
Rencana  Kerja  Pemerintah   Kabupaten  Cirebon,   sehingga  dapat
dikatakan bahwa Rencana Kelja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa mengacu pada RPJMD  Kabupaten Cirebon Tahun 2019-
2024, juga  memperhatikan  RIUM  Nasional     Tahun      2019-2024
dan     RPJMD     Provinsi     Jawa     Barat   Tahun  2018-2023  dan
RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2023.

Prioritas  Nasional  Rencana  Kelja  Pemerintah  (RKP)  Tahun
2023   yang   merupakan   penjabaran   dari   RPJM   Nasional   serta
menjadi  pedoman  dalam  penyusunan  RAPBN,  RKP  Tahun  2023
memu at          dimen si          Pembangu nan          Perde saan          dan
Perkotaan/kewilayahan,      Pembangunan      Perdesaan      meliputi
Penurunan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri, dimana
sejalan dengan isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu
Produktivitas   dan   Daya   Saing   Ekonomi   yang   Berkelanjutan.
Prioritas   Pembangunan   Nasional   dan   Provinsi   tersebut   searah
dengan  kebijakan  pembangunan  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon

yang   tertuang   pada   Misi   ke-4   yang   berbunyi   MENINGKATNYA
PRODUKTIVITAS    MASYARAKAT    UNTUK    LEBIH    MAJU         DAN

UNGGUL    SEHINGGA    MENAMBAH     DAYA     SAING     DI     PASAR

INTERNASIONAL,   NASIONAL  DAN   REGIONAL,  YANG   DIDUKUNG

OLEH         PENINGKATAN    KAPASITAS    APARATUR    PEMERINTAH

DAERAH  dengan  penjabaran   salah   satu   isu   strategisnya  yaitu
PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN.



3.2    Tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah

Sebuah  orgariisasi harus memiliki  sebuah  alat manajemen

yang  akan  menentukan  tujuan  organisasi  dan  bagaimana  cara
menuju  tujuan  tersebut.    01eh  karena itu,  Dinas  Pemberdayaan
Masyarakat  dan Desa menentukan Visi dan Misi yang merupakan
suatu   proyeksi   organisasi   di   masa   yang   akan   datang   dan
merupakan  suatu  komitmen  yang  akan  menjadi  motivasi  bagi
aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 5

(lima) tahun kedepan 2019-2024.
Untuk  mewujudkan  Visi  dan  Misi  tersebut  didukung  oleh

tujuan   dan   sasaran   yang   ingin   dicapai   dalam   Renja   Dinas
Pemberdayaan  Masyarakat dan  Desa   Kabupaten Cirebon Tahun
2023,  seperti yang tertuang dalam Perubahan  Rencana Strategis
Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Cirebon
Tahun 2019-2024.

Tujuan Sasaran Indihator
Meningkatkan statuskemajuandanemandiriandesa ening]=atnya Jumlah Desa Mandiri

Meningkatnya KualitasPelayananAdniinistrasiPerkantorandiDPMD Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Meningkatkan Status rata- Nilai Status Indeks Desa
rata Indeks DesaMembangun Membangun

Meningkatkan Jumlah Meningkatnya Persentase Jumlah
Desa yang memiliki Desa yang memiliki Pendapatan Asli
Pendapatan ASH Desa Desa yang dianggarkan di APBDes

Untuk  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan.  Berikut  adalah
strategi Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan :

1)   Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD,
lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam

penyusunan  dan  penetapan  Peraturan  Desa  (Perdes)  Rencana
Kelja Pembangunan Desa (RKPDes) ;

2)  Meningkatkan  ketahanan  ekonomi  desa  melalui  pengembangan
ekonomi   lokal   di   desa   terutama   Badan   Usaha   Milik   Desa

(BUMDes),   karena  hal   ini  terkait  dengan   program   unggulan
Kabupaten Cirebon yaitu Bumdes Berdaya;



3)   Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD,
lembaga kemasyarakafan desa dan warga masyarakat desa dalam

penyusunan  dan  penetapan  Peraturan  Desa  (Perdes)  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

4)   Meningkatkan keljasama antar desa melalui pembentukan Badan
Keljasama  Antar  Desa  lalu  membuat  pengembangan  ekonomi
bersama untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa yang nantinya
dapat membiayai APBDesa;

5)   Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
Kebijakan  umum  Dinas  PMD   Kabupaten   Cirebon  dalam

pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan :
1)  Mengsinergikan     perencanaan     pembangunan     desa     dengan

perencanaan  pembangunan daerah;
2)  Pengembangan    ekonomi    desa    yang    menitikberatkan    pada

pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan
potensi  desa,  peningkatan  produktivitas,   pembukaan  lapangan
kelja, serta kesejahteraan  warga;

3)  Mengsinergikan  kegiatan-kegiatan  Lintas  bidang  yang  ada  di
DPMD  untuk mengawal proses perencanaan  pembangunan  di
desa;

4)  Mengsinergikan  kegiatan-kegiatan  Lintas  bidang  yang  ada  di
DPMD  untuk membentuk dan meningkatkan Keljasama Antar
Desa;

5)  Meningkatkan akuntabilitas kinelja aparatur Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan
Masyarakat.

3.3    Program dan Kegiatan
Program merupa]can Untuk mewujudkan atau mendukung Visi

dan    Misi    Pemerintahan    Daerah    Kabupaten    Cirebon,    Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan kineljanya
ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:
1.  Program       Penunjang       Urusan       Pemerintahan       Daerah

Kabupaten/Kota
A.  Perencanaan,Penganggaran,  dan  Evaluasi  Kinelja  Perangkat

Daerah



-   Penyusunan   Dokumen   Perencanaan   Perangkat
Daerah

-    Koordinasi dan penyusunan RKA SKPD
-    Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD

-    Evaluasi Kinelja perangkat Daerah

8.  Administrasi Keuangan Daerah
-    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
-    Koordinasi   dan   Penyusunan   I,aporan   Keuangan   Akhir

Tahun SKPD
-    Koordinasi      dan      Penyusunan      Laporan      Keuangan

Bulanan / Triwulanan / Semesteran S KPD
C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

-    Pengadaan        Pakaian        Dinas        Beserta        Atribut

Kelengkapannya
D. Administrasi Umum Peran8kat Daerah

-    Penyediaan     Komponen     lnstalasi     Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor
-    Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
-    Penyediaan Bahan Logistik Karitor
-    Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
-    Penyediaan   Bahan  Bacaan   dan   Peraturan   Perundang-

undangan
-    Penyediaan Bahan/Material
-    F`asilitasi Kunjungan Tamu
-    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E.  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
-    Penyediaan   Jasa   Komunikasi,   Sumber   Daya   Air   dan

Listrik
-    Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor

F.  Pemeliharaan    Barang    Milik    Daerah    Penunjang    Urusan
Pemerintahan Daerah
-    Penyediaan  Jasa  Pemeliharaan,  Biaya  Pemeliharaan  dan

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan



Penyediaan   Jasa   Pemeliharaan,    Biaya   Pemeliharaan,
Pajak,  dan  Perizinan  Kendaraan  Dinas  Operasional  atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

2.   PROGRAM PENATAAN DESA

A.  Penyelenggaraan Penataan Desa
-    F`asilitasi penataan Kewenangan Desa
-    Fasilitasi sarana dan FTasarana Desa

3.  PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

A.  Fasilitasi Kerja sama antar Desa
-    Fasilitasi Keria sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
-    F`asilitasi  Kelja  Sama  Antar  Desa  dengan  Hhak  Ketiga

dalam Kabupaten / Kota
-    Fasilitasi pembangunan Kawasan perdesaan

4.   PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

A.  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraari  Administrasi
Pemerintahan Desa
-    F`asilitasi    Penyelenggaraan   Administrasi    Pemerintahan

Desa
-    F`asilitasi penyusunan produk Hukum Desa
-    Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan Desa
-    Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa
-    Pembinaan  Peningkatan  Kapasitas  Aparatur  Pemerintah

Desa
-    Fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa
-    Pembinaan  dan  Pemberdayaan  BUM  Desa  dan  I,embaga

Kelja sama antar Desa
-    Fasilitasi   Pengangkatan   dan   Pemberhentian   Perangkat

Desa
-    F`asilitasi penyusunan profil Desa
-    Fasilitasi pengelolaan Aset Desa
-    Pembinaan peningkatan Kapasitas Anggota BPD
-    Fasilitasi penetapan dan penegasan Batas Desa
-    Fasilitasi pembinaan haporan Kepala Desa



Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa
dan Kelurahan

5.  PROGRAM   PEMBERDAYAAN   LEMBAGA   KEMASYARARATAN,

LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

A.  Pemberdayaan  Lembaga  Kemasyarakatan  yang  Bergerak  di
Bidang   Pemberdayaan   Desa   dan   Lembaga   Adat   Tingkat
Daerah   Kabupaten/Kota   serta   Pemberdayaan   Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota
-    Peningkatan        Kapasitas        Kelembagaan        I-embaga

Kemasyarakatan      Desa/Kelurahan      (RT,      RW,      PKK,
Posyandu,   LPM,   dan   Karang   Taruna),   Lembaga   Adat
Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan
Pemerintah  Desa  dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli
Desa
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Fasilitasi   Tim   Penggerak   PKK   dalam   Penyelenggaraan
Gerakan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Kesejahteraan
Keluarga
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BAB IV. P E N U T U P

4.1      Catatan penting

Program  dan  kegiatan  yang  telah  dirumuskan  didasarkan  pada
Permendagri  Nomor 90 Tahun  2019  tentang RIasifikasi,  Kodefikasi,  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga
memperhatikan  visi,   misi  dan  program  unggulan  Bupati  dan   Wakil
Bupati.

Sebagai perencanaan  antara program  dan  kegiatan yang  disusun
diharapkan   sudah   mampu   mengimplementasikan   program   unggulan
Bupati dan Wakil teapilih periode 2019-2024 untuk mewu].udkan Visi dan
Misi yang diharapkan.

Sesuai   dengan   Visi   Misi   Bupati   dan   Wakil   Bupati   terpilih
Kabupaten    Cirebon,    Dinas    Pemberdayaan    Masyarakat    dan    Desa
Kabupaten Cirebon sebagai perangkat daerah yang menjalankan tusi di
bidang  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa  lebih  memfokuskan  pada
misi yang keempat yaitu Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk
lebih   maju   dan   unggul,   sehingga   menambah   daya   saing   di   pasar
internasional,  nasional  dan  regional  yang  didukung  oleh  peningkatan
kapasitas aparatur pemerintah daerah.
4.2     Kaidah pelaksanaan

Rencana  Kelja  Perubahan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan
Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan

yang   sifatnya   operasional   yang   menjembatani   antara   perencanaan
tahunan  serta jangka  menengah  Perangkat  Daerah  dengan  RKPD  dan
RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk  menjaga  kesinambungan  pencapaian  tujuan  dan  sasaran
Perangkat   Daerah,    ditetapkan    kaidah-kaidah    pelaksanaan    sebagai
berikut:
1.   Sekretariat,   Bidang-bidang  dan   seluruh  staf  Dinas  Pemberdayaan

Masyarakat   dan   Desa   Kabupaten   Cirebon   secara   bersama-sama
mempunyai tanggung jawab untuk:
a.   melaksanakan  Renja  Perubahan  Tahun  2023   dengan  sebaik-

baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kelja  dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran.



2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan
dan  evaluasi  kinelja  secara  berkala  terhadap  pelaksanaan  Rencana
Kelja Perubahan Tahun 2023.

4.3     Rencana Tindak Lanjut

Dengan  ditetapkannya Renja Perubahan Tahun  2023,  maka akan
dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kelja Anggaran
Perubahan    (RKA-P)    dengan    bexpedoman    pada    Kebijakan    Umum
Perubahan  Anggaran  (KUPA)  dan  Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara

(PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga renja Perubahan
tahun  2023  yang  telah  dibuat  ini  dapat  diwujudkan  demi  tercapainya
tujuan akhir bersama.

BUPATI CIREBON,

IMRON
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PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20  Telp./Fax   (0231) 321710

SUMBER

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Si fat
Lampiran
Perihal

NOTA DINAS

Yth.  Bapak Bupati Cirebon
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
`a     September2023
440/ `| 60/ Sekrt
Penting
1 (satu) bendel
Permohonan  Kesediaan  menandatangani  Keputusan  Bupati  tentang
Perubahan   Rencana   Kerja   Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat   dan
Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Disampaikan dengan hormat, bahwa  berdasarkan  Pasal  139  dan

Pasal    142    Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Republik    Indonesia

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,  Pengendalian

Dan   Evaluasi   Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan

Peraturan   Daerah  Tentang   Rencana  Pembangunan  Jangka   Panjang

Daerah  Dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Serta

Tata Cara Perubahan  Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah,  dan  Rencana  Kerja

Pemerintah  Daerah,  Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan

kepada   kepala   daerah   untuk  ditetapkan   dengan   peraturan   kepala

daerah.

Sehubungan dengan  hal tersebut di atas,  kami  mohon  perkenan

Bapak  untuk  menandatangani   Keputusan   Bupati  tentang   Perubahan

Rencana  Kerja  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten

Cirebon Tahun 2023. (terlampir)

Demikian  atas  perhatian  dan  perkenan  Bapak,   kami  haturkan

terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYMN MASYARARAT DAN DESA

Pembina Tk.I
NIP.198007031998101001


